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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nyva kami dapat menyelesaikan
penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto. Penyusunan Rencana Strategis
ini merupakan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom
Baru.

Penyusunan Rencana Strategis ini mempedomani Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai bentuk implementasi
pencapaian  Tujuan dan  Sasaran Pembangunan Tahun 2024-2026.
Rencana Strategis tahun 2024-2026 ini memuat tujuan, sasaran dan
indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Sawahlunto yang diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan

tugas dan fungsi secara berkelanjutan , kapabel dan meningkatkan
akuntabilitas kinerja.

Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat khususnya bagi Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto dalam
rangka pelaksanaan tugas dan sebagai bahan evaluasi serta penentuan
kebijakan lebih lanjut.

Sawahlunto, April 2023
Pj. KEPALA SATPOL PP DAN PEMADAM
KEBAKARAN A SAWAHLUNTO

AFRIZON,S.Sos
NIP.19700420 199703 1 003
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BABI1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra
adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga)
tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas
Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Proses Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022.

Rencana Stategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Sawahlunto merupakan instrumen untuk mengukur
tingkat penyampaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 3 (tiga)
tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan tata laksana penyelenggaraan
pemerintah daerah, serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran
Perangkat Daerah.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPD yang
diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah
yvang berisi program-program prioritas untuk mewujudkan visi dan tujuan
Pemerintah Kota Sawahlunto.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong
Praja merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang penegakan perda,
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas
menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020
tentang Pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemadam kebakaran juga
merupakan bagian Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang
penyelamatan terhadap bencana kebakaran maupun non kebakaran dan
bahan berbahaya.

Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

3. 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-lindang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten /Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta
Perlindungan Masyarakat;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.3-084 Tahun 2023 tentang
Instrumen Penegakan Perda dan Perkada;

13.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2013 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Nomor 21});

14. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 31
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Organisasi Perangkat Daerah :

15.Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto dimaksudkan untuk
memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran dan
berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota
Sawahlunto.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026
adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, tujuan dan sasaran
pembangunan pemerintah Kota Sawahlunto dengan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto sehingpa
akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto.

2. Sebagai landasan operasional di lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menentukan prioritas
program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk
dibiayai dari APBD Kota Sawahlunto sehingga menjadi terarah

pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yvang telah
ditetapkan.

3. Memudahkan seluruh ASN dilingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mencapai tujuan dengan

cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan
terukur.



4. Memberikan informasi bagi para stakeholders tentang perencanaan
program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Sawahlunto

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto disusun mengacu kepada
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017
sebagaimana ketentuan Pasal 344 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Ewvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yaitu :

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum
Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan dokumen
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota
Sawahlunto Tahun 2024-2026

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Memuat informasi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto,
mengulas secara ringkas Sumber Daya vyang dimiliki dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan dan kelompok
sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Sawahlunto

BAB Ill PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Pada bagian ini menguraikan identifikasi permasalahan dan isu-isu

strategis berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran

jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Sawahlunto.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Sawahlunto dalam tiga tahun mendatang.p

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto vang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPD.



BAR VIl PENUTUP

Bab ini memuat tentang Penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih
lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah. Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan pemadam kebakaran sebagai penanggung jawab
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah bersama BARENLITBANGDA
melakukan pemantavan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra, serta

keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra
Perangkat Daerah.



BAB

i
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAMKEBAKARAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

danPemadam Kebakaran
Z2:.1.1. Tugas Satpol PP dan Damkar

Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melalui Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam Peraturan Walikota
Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
menyebutkan bahwa Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala
Satuan Satpol PP dan Damkar berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas
pokok “memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai
pelaksanaan Peraturan Daerah, serta penanggulangan bencana
kebakaran”,

2.1.2, Fungsi Satpol PP dan Damkar

Dalam  menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
tersebut diatas, Satpol PP dan Damkar mempunyai Fungsi

I. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kententraman masyarakat dan ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan
bencana kebakaran;

2. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana
kebakaran;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi
penunjang  urusan  pemerintahan bidang  ketentraman
masyakarat. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
serta penanggulangan bencana kebakaran;

4. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

5. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta lembaga
lainnya dalam pelaksanaan operasi dan pengawasan guna
tercapainyaketertiban dan ketentraman masyarakat;

6. Mengkoordinir penyidikan dan penindakan serta pembinaan



terhadappersonil dan perangkat pendukung lainnya;

Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas
sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberikan arahan sesuai
bidangtugasnya; dan

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesual
denganbidang tugasnya.
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2.1.3. Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Sawahlunto sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai struktur organisasi sebagai
berikut :

KASAT POL PP DAN DAMKAR

FASUBAG LIMLIM & HASUBAG
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WP YT MNIN 2O0N04 1 000 L
WP TATEUE NN 1.

1D TRANTIG UMW FLATME P NCE CLAMAN
KABID FEMADAMAN KEBARARAN
DM PENYELAMATAN

HARLNIS S Soa
NP YETIONON TN 0
NEFTNTDES1E JR0E0 1 aZ

Rincian tugas untuk masing-masing unit kerja pada Sat Pol PP dan
Damkar Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan, membawahi ;
2. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian administrasi Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian administrasi keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang Trantibum
4. Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
5. Kelompok jabatan fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon 11 dan Uraian Tugas Eselon 111 dan
IV adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan
~ Kepala Satuan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok memberikan pedoman
dan pengarahan terhadap usaha penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
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serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, serta

penanggulangan bencana kebakaran.

» Fungsi

- Pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan
mengevaluasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran:

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya;

- Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta lembaga
lainya dala pelaksanaan operasi dan pengawasan guna
tercapainya ketertiban dan ketentraman masyarakat;

- Mengkoordinir penyidikan dan penindakan serta pembinaan
terhadap personil dan perangkat pendukung lainya;

- Penyampaian laporan secara rutin dan berkala Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada Walikota
melalui sekretaris Daerah;

- Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas
sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai
bidang tugasnya;

- Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat
» Tugas

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

di pimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Satuan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Satuan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan

pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan, dan

kerjasama.
» Fungsi

- Penyelenggaraan koordinasi program kerja Satuan;

- Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan
kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan, kepegawaian
dan umum, dan;

- Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan
evaluasi antar bidang;

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
» Tugas
Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi  umum,
kerumahtanggaan dan  perlengkapan serta pengelolaan
administrasi kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran.
» Fungsi
- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan
perelngkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

1.4



- Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
naskah Satuan serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

- Pelaksanaan penyusunan dan pengadministrasian persuratan
dinas;

- Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan,
dokumentasi dan kearsipan dilingkungan Satuan;

- Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi
perjalanan Satuan;

- Pelaksanaan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat
dan penyelenggaraan rapat-rapat Satuan;

- Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan
kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan aset
lainnya serta keamanan dan Ketertiban kantor;

- Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana perlengkapan Satuan;

- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas;

- Pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi
perlengkapan Satuan hasil pengadaan;

- Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

- Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan dinas;

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KARPEG,
KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, cuti pegawai, pemberian
penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan SKP;

- Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan
data dokumentasi kepegawaian;

Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan formasi, mutasi
pegawai, dan pengembangan karier pegawai;

- Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepegawaian di
lingkungan Satuan;

- Penylapan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai;

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya

Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan
# Tugas

Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan
koordinasi penyusunan perencanaan program dan administrasi
keuangan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam
Kebakaran;

~ Fungsi

- Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Satuan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan:

- Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang keuangan;

3. Bidang Trantibum

-~

Tugas

Bidang Trantibum dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris,
mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanaan,



mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum.

# Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
bidang bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Penyelenggaraan kKegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban
Umum;

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- Pelaporan pelaksanaan kedinasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya,

4. Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

-~

Tugas
Bidang pencegahan, pemadam kebakaran dan penyelamatan,
dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris
mempunyai  tugas pokok  merencakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang
pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Fungsi

- Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman kebakaran,
penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

- Menyelenggarakan penyiapan, standarisasi dan pemeliharaan
sarana dan  prasarana pemadaman kebakaran dan
penyelamatan;

- Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian
darurat non kebakaran;

- Menyelenggarakan standart pelayanan minimal bidang
kebakaran;

- Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;

- Melakukan investigasi kejadian kebakaran;

- Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap
kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan
bencana;

- Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan
kebakaran;

Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan
kebakaran:

Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada
pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan
penanggulangan kebakaran;

- Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang
menjadi korban kebakaran dan /atau terdampak kebakaran;

- Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran
secara integritas;

- Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan;

- Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan, pemadaman
kebakaran dan penyelamatan; dan

- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai
bidang tugasnya.
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5. Kelompok Jabatan Fungsional

-

Tugas

Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, mempunyai tugas
pokok melaksanakan tugas teknis daerah pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara profesional dan
sesual  keahlian  dan kebutuhan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Satpol PP dan Damkar

2.2.1 Sumber Daya Manusia
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kontrak Daerah pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto Keadaan 1
April Tahun 2023 berjumlah 133 Orang yang terdiri dari :

-

1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat

PNS : 50 Orang
Kontrak/PTT : 83 Orang
dengan perincian sebagai berikut :

Golongan (ASN) :

No Pangkat Golongan Jumlah
1 Pembina Utama IV.e -
2 | Pembina Utama Madya IV.d -
3 | Pembina Utama Muda IV.c -
4 | Pembina Utama TK | Vb 1 Oran
5 | Pembina IV.a 2 Orang
6 | Penata TK.I Ii.d 5 Orang
7 | Penata lil.c 1 Orang
8 | Penata Muda TK.I b 9 Orang
9| Pend_t_a_ Muda lllLa . 60rang
10 | Pengatur TK.] I.d 12 Orang
11 | Pengatur 1l.c 10 Orang
12 | Pengatur Muda TK.l ILb 3 Orang
13 | Pengatur Muda B Il.a | =
14 | Juru TK | l.d -
15 | Juru l.c 1 Orang
16 | Juru Muda TK | I.b -
17 | Juru Muda La -
JUMLAH 50 Orang

2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan PNS dan Non PNS :
No I Pendidikan I Jumlah I PNS I Non PNS I
1 5-2

2z 5-1 220rang | 190rang| 3 Orang
3 __D-3 3 Orang | 1 Orang 2 Orang

4 D-2 1Orang ~ 1 Orang

5 D-1 B - :

6 SLTA | 90 Orang | 26 Orang| 64 Orang
7 SLTP | 3 Orang 1 Orang 2 Orang

8 Paket C 11 Orang [ 20rang | 9 Orang
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9 Paket B 2 Orang - 2 Orang
10 sD 10rang | 1Orang -
| JUMLAH 133 50 83
3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin :
No Jenis Kelamin PNS Non PNS
1 Laki - Laki 45 Orang 73 Orang
2 Perempuan 5 Orang 10 Orang
JUMLAH 50 83
4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Penempatan Personil :
No Penempatan PNS Non PNS
1 Kepala Satuan 1 Orang -
2 Sekretariat 6 Orang 3 Orang
3 Bidang Trantibum 31 Orang 40 Orang
4 Bidang Damkar 12 Orang 40 Orang
JUMLAH 50 83

2.2.2. Formasi Jabatan Struktural / Fungsional Satpol PP dan Damkar

No Jabatan/Formasi Target Terisi Belum
Terisi
1 Kepala Satpol PP 1 Orang 1 Orang -
Damkar
2 Sekretaris 1 Orang 1 Orang -
3 Kasubbag Umum 1 Orang 1 Orang -
dan Kepegawaian N
4 Kasubbag Adm 1 Orang 1 Orang -
Keuangan dan
Pelaporan
5 Kepala Bidang 1 Orang 1 Orang -
Trantibum
6 Kepala Bidang 1 Orang 1 Orang -
Damkar
7 |f Polisi Pamong Praja 2 Orang 1 Orang 1 Orang
Muda
8 Jf Analis 5 Orang 2 Orang 3 Orang
Kebakaran Muda
9 Penyidik 3 Orang 1 Orang 2 Orang
10 | Analis Hasil Pengawasan 1 Orang 1 Orang
dan Pengaduan
Masyarakat
11 Penyusun Rencana 1 Orang 1 Orang
| Inspeksi dan Verifikasi
12 Analis 5 Orang 3 Orang 2 Orang
Kebakaran
13 Penyusun Program 1 Orang 1 Orang
Anggaran dan Pelaporan
14 | Penyuluh Bencana 2 Orang 1 Orang 1 Orang
15 Bendahara 1 Orang 1 Orang 2
16 |f Pol PP Pratama 5 Orang 3 Orang 2 Orang
17 Pranata Pemadam 10 Orang 5 Orang 5 Orang
Kebakaran




18 Pranata Perlindungan 75 Orang 9 Orang 66 Orang
Masyarakat
19 Jf Polisi Pamong Praja 25 Orang 11 Orang 14 Orang
Trampil
20 Pengadministrasian 3 Orang 1 Orang 2 Orang
Keuangan
JUMLAH 47 Orang = 98 Orang
Orang
2.2.3. Sarana dan Prasarana
1. Sarana
Jumlah Sarana Prasarana sebagai berikut
No Jenis/Nama Barang Jumlah| Satuan Ket
1 Kendaraan Roda Enam 6 |  Unit ]
2 | Kendaraan Roda Empat 3 Unit |
3 | Sepeda Motor 6 | Unit
4 Motor Trabas 2 Unit
5 | Laptop 10 Unit a
6 Komputer PC 4 Unit ]
7 | Printer 8 ~Unit
8 Lemari Arsip 4 Unit
9 | Billing Kabinet 1 Unit
10 Kursi Kerja Eselon 10 Unit
11 | Meja Kerja Eselon 10 Unit
12 | Kursi Kerja Staf 13 Unit
13 Meja Kerja Staf 13 Unit
14 | Kursi Tamu 2 Unit
15 | Air Conditioner /AC 6 Unit
16 | Meja Reseptionis 1 Unit
17 | Kursi Rapat - 30 Unit

2. Prasarana

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terletak di
IIn. Kebun Jati No.l1 Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota
Sawahlunto dengan luas bangunan _+ 17 x 19 m2 dan memiliki gudang
yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi yang luasnya 3 x 3 m2.
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Zds

Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar

Dalam bagian ini berisi kajian terhadap kinerja pelayvanan Perangkat
Daerah periode sebelumnya. Pembahasan tentang analisis pencapaian
kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Sawahlunto selengkapnya dapat dilihat dari capaian Indikator
Kinerja Utama (1KU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Sawahlunto. Selengkapnya seperti dalam tabel 2.1 berikut :
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Tabel.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranKota Sawahlunto

Indikato Kinerja

Target
NSPK
(sPM)

Target
KK

Target
Indikator
Lainnyn

CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN

2021

2022

2023

Target

Realisasi

Capalan
Kinerja

Target

Realisasi

Capalan
Kinerja

Target

Realisasi

Capaian
Kinerjn

2

3

5

9

10

11

12

13

14

Persentase
penanganan
Eangguan
ketentraman
dan ketertiban
umum

Yang
terselesaikan

100%,

100%,

100%

100%,

100%

100%,

100%

100%

100%

100%

Persentase
penanganan
kasus
pelanggaran
Perda

100%,

10:0%

100%

100%

1005,

100%,

100%

100%,

100%

100%,

Persentase
penanganan
kazus
kebakaran di
Kota
Sawahlunto

100%

1D0%

100%

100%

100%,

100%

100%

100%

LO0%

100%
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Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Sawahlunto

Rasio antara
Anggaran pada Tahun Realisasi .Mu_mm.“..u: pada Realigaal dam . n-.w:ﬂﬂﬂ
_— - Anggaran Tahun i )
st {2021) (2022) {2021} (2022) {2021} | (2022) Anggaran | Realisas
(%]} i
, 3 — {%]}
_ {1} {2y 3y {4} {5} {6} {7} {8} {9)
"A. BELANJA | .. 5.463.949.54 5.325.196.64
" PEGAWAL m.mmu.mmm.mmw_ w 1 | 5:378.937.646 | 98.90 % | 9844 % 148 100
B. BELANJA _
BARANG | 3325476963 | *062730011 3296627181 5921439299 | 9913 % |9539% | -790| 1138
DAN JASA 1| |
C. BELANJA .
ol 21.750.000  214.300.000 | 21.749.400 | 214.076.000 99.99 % [99.89% | 88528 884,28
.. | 8731.196.62 8.740.986.1| 8.643.573.2| 8.514.452.94 98,99 | 97,41 =) =
| FOMLAK 6 57 27 s| % % 011 -149
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Di sisi anggaran dapat dilihat dari tabel 2.2 bahwa anggaran

Satpol PP untuk Belanja Pegawai dan Belanja Modal mengalami kenaikan
dan mengalami penurunan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan
anggaran mengalami kenaikan sebesar 0,11% dan realisasi mengalami
penurunan sebesar 1,49%.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Satpol PP dan Damkar

Layanan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar ;

1.

2.

Desa/Kelurahan sebagai kelompok sasaran pelayanan Satpol PP dan
Damkar.

Dukungan dari DPRD dan Instansi terkait. Eksistensi Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diperlukan dukungan
DPRD, karena tanpa dukungan dari DPRD akan sulit
operasionalnya, terutama dukungan legeslasi dan alokasi anggaran
operasional.

. Adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dukungan
masyarakat merupakan peluang besar bagi pelaksanaan tugas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, karena tanpa
dukungan yang positif dari masyarakat, maka keberhasilannya
pelaksanaan tugas kurang optimal dan membawa dampak yang
kurang baik.

Adanya dukungan program kegiatan dari instansi terkait. Untuk
dapat terlaksananya Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan
pemadam Kebakaran perlu dukungan dari instansi terkait, karena
dengan adanya dukungan tersebut program dan kegiatan Satuan
Polisi  Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan dapat
dilaksanakan dengan baik.
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BAB 11

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

3.1 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

Permasalahan keamanan dan ketertiban serta keselamatan
terhadap masyarakat merupakan bagian penting dalam penciptaan
kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas
dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada
hakekatnya upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban
tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketentraman
umum serta perlindungan masyarakat .

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP dan
Damkar tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan dan
keselamatan masyarakat yang merupakan kerjasama terpadu semua
pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum
pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun,
sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan serta keselataman
masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal,
sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya optimal,
dan hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan
kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
secara ideal wvang tentunya menimbulkan  permasalahan-
permasalahan. Indentifikasi masalah tersebut antara lain :
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No

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Masalah Pokok

Tingginya kasus
pelanggaran perda di
Kota Sawahlunto

| optimal

Masalah

dan Pemadam Kebakaran

Akar Masalah

-Implementasi

penegakan perda
yang belum

SDM Satpol PP yang
belum memadai

Sarana prasarana
yang mendukung
operasional Satpol
PP yang belum
memadai

Pola koordinasi
dengan berbagai
stakeholder belum
terlaksana secara
optimal

Belum terdapatnya
sistem informasi
manajemen terpadu
yang dapat
memudahkan dan
mempercepat
penegakan perda
ataupun penindakan
pelanggaran perda
oleh aparat Satpol PP
berserta stakeholder
pendukung seperti
dari pihak
kepolisian, TNI serta
mitra dan OPD
Teknis terkait

Belum optimalnya
partisipasi aktif
masyarakat dan
anggota linmas
untuk terus
memelihara
ketentraman dan
ketertiban umum.

Kurangnya kapasitas
dan kemampuan
anggota linmas
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Berdasarkan tugas dan fungsinya Satpol PP dan Damkar
menetapkan 2 sasaran. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran
jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian
Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah ialah hal ini
sasaran renstra Pemerintah Kota Sawahlunto, tetap memperiihatkan
konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan wurusan wajib
pelayanan dasar dibidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan
peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan
ketertiban masyarakat, yvang hal ini tentu saja sejalan dengan fungsi
dan ketugasan Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi
Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas fungsinya, terdapat
faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi
keberhasilan dalam mencapai Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026,

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Sawahlunto mempunyai
perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik maupun
sosial ekonomi. Ditambah lagi fungsi kota sebagai kota wisata bekas
tambang yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial
dan budaya di Keota Sawahlunto. Dalam upaya pengendalian
pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota
Sawahlunto menetapkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto yang mana didalamnya
diatur tentang pemanfaatan ruang Kkota Sawahlunto sehingga
pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak
lingkungan dan karateristik Kota Sawahlunto, Saat ini Kota Sawahlunto
telah menjadi Geo Park Nasional, maka kunjungan wisatawan akan
semakin banyak dan memacu pertumbuhan pedagang kali lima (PKL)
yang semakin bertambah seriring dengan perkembangan kota
kedepannya. Untuk itu disarankan adanya kawasan khusus pedagang
kaki lima (PKL) untuk mengkoordinirkan pedagang kaki lima yang ada
saat ini dan yang akan terus bertambah dimasa yang akan datang agar
tidak berjualan disepanjang jalan yang membahayakan lalu lintas
berkendara.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46
Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah
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rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana dan/atau program (KRP)

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment
untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah
dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip
pembangunan berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang
dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan
pembangunan berkelanjutan.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi
pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun
sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, Isu Strategis
merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka
panjang, mendesak bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi
saat ini akan menimbulkan permasalahan dimasa datang dan dapat
menghilangkan  peluang untuk  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan
masalah  ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat.

Permasalahan yang masih terjadi dalam masyarakat diantaranya
adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Sawahlunto
yang terjadi di masyarakat, tahapan penegakan peraturan Daerah Kota
Sawahlunto masih dilakukan secara parsial. Dari permasalahan-
permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka
menciptakan  stabilitas  ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompentensi aparatur
penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi
dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sawahlunto, juga
diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik
institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat.
Oleh karena itu maka isu strategis dalam bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak
langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran dapat dirumuskan “Perlunya Pemantapan Partipasi dan
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Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyakarat yang di dukung
sinergrasi integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda”

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana
telah dikaji pada sub-sub sebelumnya, maka diperoleh isu-isu
strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang
akan ditangani pada periode Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

1. Maraknya kegiatan masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah;

2. Masih adanya potensi gangguan trantibum di Kota Sawahlunto;

3. Belum maksimalnya peran masyarakat dan anggota Linmas dalam
menjaga ketentraman dan ketertiban umum;

4. Terbatasnya jumlah personil anggota Satpol PP yang mempunyai
kapasitas PPNS, sehingga proses penegakan perda belum bisa
optimal;

5. Terbatasnya jumlah personil Damkar yang mempunyai sertifikat
keahlian dalam hal pemadam kebakaran;

6. Terbatasnya sarana prasarana operasional yang digunakan dalam
mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran;

7. Tidak memadainya anggaran yang mendukung pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi dasar pelayanan wajib bagi
masyarakat di Kota Sawahlunto.
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BAB 1V
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2024-

2026

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan RPD Kota
Sawahlunto tahun 2024-2026 yakni Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan vang berkualitas. Sesuai dengan rencana strategis
(Renstra) 2024-2026, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran menetapkan Tujuan sebagai berikut :

Tujuan :
“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas.”

Ketentraman dan ketertiban masyarakat ini diartikan dalam
cakupan yang luas, dengan unsur didalamnya meliputi penegakan
peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi, upaya
peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini
pemenuhan rasa aman dan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi
konflik vertikal dan horizontal, termasuk juga dengan perlindungan
masyarakat yang di dukung oleh peningkatan kualitas SDM Satpol PP
dan Petugas Linmas serta peran masyarakat dalam turut menjaga
ketentraman dan ketertiban di Daerah.

Indikator tujuan Satpol PP dan Damkar yakni :
“Persentase Gangguan Trantibum yang Terselesaikan dan
Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran”

dengan dua sasaran yakni :

1. Sasaran 1 : Terwujudnya Lingkungan yang Aman, Tentram
dan Nyaman ditengah Masyarakat serta
Pelaksanaan Penegakan Perda

Z. Sasaran 2 : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran

Pengukuran indikator ini didapat dari capaian indikator program
yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan fungsi dan
ketugasan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yaitu Program
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
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Penyelamatan Non Kebakaran, Gangguan ketentraman dan ketertiban
umum (trantibum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan
masyarakat, karena apabila suatu daerah di anggap tidak aman, tidak
tertib dan tidak tentram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi
dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan
akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan
ketentraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan
dikendalikan dengan baik melalui upaya preemtif, preventif maupun
represif.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi

Pamong Praja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1
sebagaimana berikut ini :
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Tabel 4.1

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan
Satpol PP dan Damkar Tahun 2024-2026

TARGET TAHUN ]
INDIKATOR TUJUAN/ _ Kondisi
e ORI SASARAN SASARAN 2024 | 2025 | 2026  Akhir
Renstra
{1} {2} {3 {4} (7} {8} {9 {10
1 | Meningkatnya Tata Terwujudnya .
Kelola Pemerintahan lingkungan yang | Persentase gangguan 100% 100% | 100% 100%
Yang Berkualitas aman, tentram trantibum yang
dan nyaman di terselesaikan
tengah
masyarakat serta
Pelaksanaan
Penegakan Perda
-
Meningkatnya Persentase Cakupan 100% | 100% | 100% 100%
cakupan Pelayanan Bencana
Pelayanan Kebakaran
Bencana
. Kebakaran -
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Pada tabel 4.2 hanya di isi dengan target kinerja yang akan di
laksanakan pada tahun 2024, 2025 dan tahun 2026 sampai dengan
kondisi akhir renstra sesuai dengan sasaran strategis yang terdapat di
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan target
masing-masing indikator terselesaikan adalah 100%, karena baik target
maupun realisasi harus 100 persen dikarenakan kegiatan bersifat
pelayanan dasar dan menjadi Standar Pelayanan Minimal {SPM}.
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran merumuskan strategi dan kebijakan
yang harus menunjukan relevansi dan kosistensi antar Visi dan Misi
RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan Tujuan RPD Kota
Sawahlunto Tahun 2024-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran,
strategi dan arah kebijakan. Strategi Satpol PP dan Damkar Kota
Sawahlunto dalam rangka mewujudkan misi Walikota memperkuat
moral, etika dan budaya masyarakat Kota Sawahlunto diantaranya
melalui :

1. Peningkatan Ketertiban dan ketentraman masyarakat
2. Peningkatan Perlindungan kepada masyarakat
3. Penegakan peraturan perundangan

strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai
perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di targetkan.
Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan
dapat menjadi acuan bagi Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto
sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum,
ketentraman dan perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan
program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus,
terarah, terukur, akuntabel dan tepat sasaran sesuai target sasaran
yang ditetapkan.

Satpol PP dan Damkar berusaha meningkatkan kualitas
kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan penyusunan
standar proses perencanaan yang akuntabel, dengan begitu
diharapkan dana dukungan operasional bisa semakin menurun. Begitu
pula dengan pelaksanaan pengendalian, diperlukan standar
pengukuran yang akuntabel. Masyarakat bisa mengakses kemajuan
pembangunan di Kota Sawahlunto secara berkala dengan melalui situs
resmi Satpol PP & Damkar Kota sawahlunto .
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Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai

berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tabel 5.1

Tujuan 4 Kota : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
melayani dan inovatif _
Tujuan Sasaran Strategi Arah

Kebijakan
Meningkatnya | Terwujudnya Peningkatan Meningkatkan
tata kelola | lingkungan moral, etika, | kesadaran
pemerintahan | yang aman, | tenggang rasa | masyarakat
yang Tentram  dan | dan semangat | dalam
berkualitas Nvaman di | kekeluargaan penegakan
tengan dalam aktifitas | perda
masyarakat kehidupan
serta masyarakat
Pelaksanaan sehari-hari
Penegakan
Perda
Memperkuat
komitmen
daerah
terhadap
penegakan
perda/regulasi
Meningkatnya | Peningkatan Meningkatkan
cakupan kesadaran kesadaran
pelayanan masyarakat masyarakat
bencana dalam dalam
kebakaran pencegahan dan| pencegahan
penanggulangan| penanggulangan
bencana bencana
kebakaran kebakaran

melalui edukasi
dan sosialisasi




BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai
dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6]

Kegiatan : Administrasi keuangan perangkat daerah
Sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : Administrasi kepegawaian perangkat daerah
Sub kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan
fungsi

Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor

2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3. Penyediaan logistik kantor

4. Penyediaan bahan cetak dan penggandaan

5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
egiatan : Pengadaan barang milik daerah penunjang

urusan pemerintah daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan mebel

2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan

pemerintahan daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah

Sub kegiatan :



1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak
kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

3. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor
atau bangunan lainnya

b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan antara lain :
1) Kegiatan : Penanganan gangguan ketentraman dan
ketertiban umum dalam 1 daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

1. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
melalui deteksi dini dan cegah dini , pembinaan dan penyuluhan,
pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.

2. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum
berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

3. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan perlindungan
Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa
Hak Azazi Manusia.

2) Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub kegiatan :

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Walikota

2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan
daerah danPeraturan Bupati/Walikota

3. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Walikota

3) Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Kabupaten/Kota
Sub kegiatan :

1. Pengembangan kapasitas dan karier PNS

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dengan uraian kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1) Kegiatan : Pencegahan, pengendalian, Pemadaman,
penyelamatan dan Penanganan Bahan berbahaya dan beracun
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiata
1. Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
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2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/kota

3. Penyelamatan dan Ewvakuasi Korban Kebakaran dan Non
kebakaran

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan
kebakaran dan Alat Pelindung Diri

5. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

2) Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
Sub Kegiatan
1. Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran
2. Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran
3) Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran
Sub Kegiatan

1. Investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan

pengujian penyebab kejadian kebakaran
4) Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat dalam
pencegahan kebakaran

Sub Kegiatan :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan
penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi
masyarakat

5) Kegiatan . Penyelenggaraan operasi pencarian dan
pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

Sub kegiatan :

1. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada
peristiwa yang menimpa, membahayakan dan atau mengancam
keselamatan manusia.

2. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan
evakuasi.

3. Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap
kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi.

Pernyataan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta
pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran beserta
indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 6.1 sebagaimana terlampir



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026

TUJUA

SAS
ARA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto

_ TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN ._ u
_ _ NI
INDIK | | H
ATOR E
KINER | DA s
JA TA ]
TUJU | CAP KONDISI AlL
PROGR AN Al KINERJA PE O
KEGIAT TAHUN 2024 | TAHUN 2025 TAHUN 2026 PERIODE N|A
o RAN, PA
4 AN DAN PROG | DA RENSTRA G|S
- SUB RAM. TA SATPOLPP G 1
KEGIAT K : DAMKAR u
AN EGIA HU X
TAN N G
DAN @ 202 A
SUB 2 w
KEGIA
AB |
TAN TA EEE
_ RG PAGU TA PAGU TA PAGU A PAGU
ET {Rp} R {Rp} R (Rp) R {Rp}




GE GE
T T
1 3l 4 7 8 9 10 11 12 14 M
Mening
katkan
Tata
Kelola
Pemeri
ntahan
yang
Berkual
itas
Progra 12 | 9.824.06 12 | 11.362.3| 12 12.527.4| 12| 33.713.7 S
m 0.678 09.946 20.941 91.565 w
Penunja _ L
ng
Urusan
Pemerin
tahan |
Daerah




' Kabupat | dan A

en/Kota | tertib R
u?n_n.-

_hh_:-_uum Terfas | 14 | 14 6.407.37| 14 | 7.048.10 14 7.752.92 | 14 Hn.Nnm..—" SA §
trasi ilitasi | 2.678 9.946 0.941 03.565 TP W
Keuang | nya OL | L
an pelaya PP
Perangk nan D
at admin A
Daerah | istrasi _ M

keuan K
gan _ A
(bln) | | L R
Penyedi | Penye 14 | 14 | 6.407.372| 14 | 7.048.10| 14 | 7.752920| 14| 21.208.40 S5A | §
aan Gaji | diaan 678 9.946 941 3565 TP | W
dan gaji OL | L
Tunjang | dan | PP
an ASN | tunjan D
gan A
ASN M
yang KA
disedi R
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akan
(bulan)

Adminis
trasi
Kepega
waian
Perangk
at
Daerah

Jumla

orang
yang
meneri
ma
gaji
dan
tunjan
gan
ASN
(orang
/bln)
Perse
ntase

berpa
kaian
dinas
denga

atribu

14

100

14  6.407.372
678

10 267.700,
0 000

14

7.048.10
9.946

352.000.
000

14

7.752.920
941

14

21.208.40
3.565

=Zx>03E35%

rEw

395.000.
ooo

1.014.70
0.000

=2»c323%

F=w




[ §
lengka
P (%)

Perse
ntase
aparat
ur
yang
menin
gkat
SDMn
ya (%)

Pengada
an
Pakaian
Dinas
Beserta
Atribut
Kelengk

apannya

Jumla
pakaia

dinas
Satpol
PP dan
Damlk
ar
yang

terpen
uhi

14 | 227.700.0

0

00

302.000.
000

340.000,0 |

00

869.700.0  SA
00 TP
OL

x>0l

rEw




(stel

lengka

p)

Jumla 14 | 227.700.0| 14 | 302.000. 14 | 340.000.0| 10 8697000 SA| S

h 0 0ol 0 000 0 00| 0 00 TP | W

paket OL| L

pakaia PP

n D

dinas A

besert M

a KA

atribut R

keleng

kapan

(paket) -
Pendidik | Jumla 5 4000000 5 50.000.0 5 5500000 5 1450000 SA | S
an dan h 0 00 0 00 TP | W
Pelatiha | Aparat OL| L
n ur PP
Pegawal | yang D
Berdasa | mengi A
rkan lkuti M
Tugas diklat KA

dan uji R
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dan
Fungsi

kompe
tensi
(orang)

Jumia

Pegaw
ai

berdas
arkan
tugas
dan
fungsi
yang
mengi
kuti
pendid
ikan
dan
pelatih
an
(orang)

40.000.00
0

50.000.0
00

55.000.00
0

145.000.0
00

-7

| Adminis
trasi

Terfas
ilitasi
nya

12

12

198.988.
000

12

624.500.
000

12

690.000.
000

12

1.513.48

|

SA

TP

- OL

L~
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Umum | pelaya PP
Perangk | nan D
at admin A
Daerah | istrasi M
umum K
_ (bulan A
) R
Penyedi | Kompo | 12 12 | 4.000.000| 12 4.500.00 12 5000000 12 13.500.00 SA| s
aan nen 0 0 TP| W
Kompon | instala OL| L
Tb si PP
Instalasi | listrik D
Listrik/ | /pener A
Peneran | angan M
B bangu KA
an nan R
Bangun | kantor
an yang
Kantor | disedi
A akan
. (bulan)
_. Jumla 12 |1 12 | 4000000 12 | 4.500.00 12  5.000.000| 12 13.500.00| SA | S
h 0 0/ TP| W
paket | OL| L




kompo
nen
Instala
5i
listrik
/pener
angan
bangu
nan
kantor
Yang
disedi
akan

(paket)

mEZ>O3

I

Penyedi
aan
Peralata
n dan
Perlengk
apan
Kantor

Peralat
an dan
perlen
gkapa
n
kantor
yang
disedi
akan
(bulan)

12

12

25.000.00
0

12

350.000.
000

12

375.000.0
00

12

750.000.0 _ SA

00 TP
oL
PP
D

A
M
KA
R

L
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Jumla 12 | 12 | 25.000.00| 12 350.000.| 12 | 375.000.0| 12| 750.000.0  SA | §
h 0 000 00 00 TP | W
paket OL| L
peralat PP
an dan D
perlen A
gkapa M
n KA
kantor R
yang
disedi
akan
(paket)
Logisti | 12 | 12 | 29.988.00 12 80.000.0 12 | 90.000.00| 12 199.988.0 SA §
Penyedi | k 0 00 0 00, TP W
aan kantor oL L
Logistik | yang PP
kantor disedi D
akan A
(bulan) M
KA
R
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Jumla | 12 | 12 | 29.988.00| 12 | 80.000.0 12 90.000.00] 12| 199.988.0] SA | §
h 0 (W] ] 0 00| TP | W
paket OL| L
bahan PP
logisti D
k A
kantor M
yang KA
disedi R
akan
(paket)
Penyedi | Baran 12 | 12 | 20.000.00| 12 40.000,0| 12 | 45.000.00| 12| 105.000.0 SA| S
aan g 0 00 0 00 TP | W
Barang | cetaka OL! L
Cetak n dan PP
dan Pengg D
Penggan | andaa A
daan n yang M
disedi KA
akan R
(bulan)
Jumla 12 | 12 | 20.000.00| 12| 40.000.0 12 | 45.000.00] 12| 105.000.0| SA S
h 0 00 0 00/ TP | W
_u.m—amﬂ { OL| L
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barang
cetaka
n dan
PeEngg
andaa
n

yang
disedi

akan

(paket]

mﬁi?u:g

Penyele
nggara
an

Rapat
Koordin
asi dan
Konsult
asi
SKPD

Rapat-
rapat
koordi
nasi
dan
konsul
tasi
keluar
daerah
yang
difasili
tasi
(bulan)

12

12

120.000.0

00

12

150.000.
000

12

175.000.0
00

12

445.000.0
00

=fz>0323

r‘ﬁr.n
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Jumla 12 | 12 | 120.000.0| 12 | 150.000.| 12 | 175.000.0| 12| 445.0000| SA | s

h 00 000 00 00| TP | W

lapora _ OL| L

n PP

penyel D

enggar A

aan M

rapat KA

koordi R

nasi

dan

konsul _

tasi

SKPD 7

(lapora

i ) S I I I R A S

Penyedi Terse | 12 | 12 2.465.00| 12 | 2.720.20 12 | 297650 12| 8.161.70 SA | S
aan diany 0.000 0.000 0.000 0.000 TP | W
Jasa a jasa OL | L
Penunja penun 7 PP
ng jang D
Urusan @ urusa A
Pemerin n M

pemer K
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tahan intaha A
Daerah n R
daera
h
M_EF._
Penyedi | Jasa 12 | 12 500,000 12 | 1.200.00! 12 1.500.000| 12| 3.200.000  SA | §
aan surat 0 TP | W
Jasa menyu OL| L
Surat rat PP
Menyur | yang D
at disedi | A
akan M
(bulan) KA
| R
Jumla 2 |12 500,000 12 | 1.200,00| 12 | 1.500.000 12 m.mmcbn_n__ SA | S
h 0 ™ | W
lapora OL| L
n PP
penye | D
diaan A
jasa M
surat | KA
menyu R
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rat
(lapora
n)

Penyedi
a3an

Jasa
Komuni
kasi
Sumber
Daya Air
& Listrik

Penye
diaan
Jasa
Komu
nikasi,
sumbe
r daya
air
dan
listrik
yang
disedi
akan
(bulan)

12

12

62.500.00
0

12

69.000.0
00

12

75.000.00
0

12

206.500.0 SA

rim

Jumla
lapora

penye
diaan

jasa

12

12

62.500.00
0

12

69.000.0
00

12

75.000.00
0

12

206.500.0 SA
00 TP
oL

PP

b

A

M

I.-im
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komu
nikasi,
sumbe
r daya
airdan
listrik
yang
disedi
akan
(Lapor
an)

Penyedi
aan
Jasa
Pelayan
an
Umum
Kantor

Jasa
Pelaya
nan
umum
kantor
yang
disedi
akan
(bulan)

12

12

2.402.000
000

12

2.650.00
0.000

12

2.900.000
.000

12

7.952.000
000

F=Ewm

Jumia

lapora

12

12

2.402.000
000

12

2.650.00
0.000

12

2900.000
000

12

7.952,000
000

323g~g=>0323¢

b~
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penye D

diaan A

jasa M

pelaya KA
_ nan R
| umuim

kantor

yang

disedi

akan

(lapora

n) _
Pemelih | Terpel | 12 | 12 | 455.000. 12 | 467.500. 12 | 533.000. 12| 1.435.50| SA| S
araan iharan 000 000 000 0,000 TP W
Barang | ya OL L
Milik baran PP
_Unu..ur B D
Penunja milik A
ng daera M
Urusan h K
Pemerin  penun A
tah jang R
Daerah | urusa
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pemer

intah

daera

h

“.E.E:._
Penyedi | Jumla 18 19 | 320.000.0| 19 350.000.| 19  413.000.0| 19| 1.083.000 SA | §
aan h 00 000 00 000 TP | W
Jasa Kenda OL| L
Pemelih | raan Pp
araan, dinas D
Biaya operas A
Pemelih | ional M
araan roda 2 KA
dan dan R
Pajak roda 4
Kendara | yang
an diperli
Peroran | hara
gan (unit)
Dinas
atau
Kendara
| an
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Dinas
Jabatan

Jumla

kendar
aan
perora
ngan
dinas
atau
kendar
aan
dinas
jabata
n yang
dipelih
ara
dan
dibaya
rkan
pajakn
ya
(unit)

18

19

320.000.0
00

19

350.000.
000

19

413.000.0
00

1.083.000
000

F‘iiﬂ




Pemelih
araan
Peralata
n dan
Mesin
lainnya

Terlak
sanan
ya
pemeli
haraa

peralat
an dan
mesin
lainny

(Unit)

46

46

15.000.00
0

46

17.500.0
00

20.000.00
0

46

52.500.00
0

~Zz>0323%

r':_:'m

Jumla

Peralat
an dan
mesin
lainny
ayang
Dipeli
hara
(Unit)

46

15.000.00
0

46

17.500.0
00

20.000.00
0

46

52.500.00 |
0

~Fz>0323%

E“EM
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Pemelih | Terlak 100.000.0 100.000. 100.000.0 300.0000 SA[ S
araan/R | sanan 00 000 00 00 TP | W
ehabilita | ya OL| L
si pemeli PP
Sarana | haraa | B
dan n/reh A
Prasara | abilita M
na si KA
Gedung | sarana R
Kantor | dan
atau prasar
Bangun | ana
an gedun
' Lainnya | g
_ kantor
atau
bangu
nan
_ lainny
. a (unit) B - B
Jumla 100.000.0 100.000. 100.000.0 300.000.0 SA | S
h 00 000 00 00 TP | W
sarana OL| L
dan PP
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prasar
ana
gedun
=
kantor
atau
bangu
nan
lainny
a yang
dipelih
ara/
direha
bilitasi
(unit)

;u§z:pc"

Pengada
an
Barang
Milik
Daerah
Penunja
ng
Urusan
Pemerin

Terpel
iharan
ya

baran

&
milik

daera
h

penun

12

12

50.000.0
00

12

150.000.
000

12

180.000.
000

12

380.000.
000

~2>c323Y

F=w
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tah jang A
Daerah  urusa R
= |
pemer
intah
daera
h
(bulan
)
Pengada | Meubil 30.000.00 75.000.0 100.000.0 205.000.0 SA | S
an 2 er 0 00 00 00 TP | W
Mebel yang OL| L
disedi ﬂ.
akan i
(paket) -
KA
——— ﬁ
Jumla 30.000.00 75.000.0 100.000.0 205.0000 SA | S
h 0 no 0o 00 TP | W
mebel OL| L
yang PP
disedi _w.
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akan M
(unit) KA
'R
Pengada | peralat 20.000,00 75.000.0 1  80.000.00 175.000.0 | SA | S
an an dan 0 00 0 00| TP | W
Peralata | mesin OL| L
n dan | lainny PP
Mesin ayang D
lainnya | disedi A
akan M
(paket) KA
S - ] B R
Jumla 20.000.00 75.000.0| 1 | 80.000.00 175.000.0 SA | S
h unit 0 00 0 00 TP | W
peralat OL| L
an PP
dan D
mesin A
lainny M
ayang KA
disedi R
akan
| (unit)
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Terw Perse
ujud ntase
- nya penan
lingk Eanan
_ unga gangg
n uan
yang ketent
ama ra
n, man
tentr dan
am ketert
dan iban
nya umum
man vang
dite tersel
ngah esai
Mas kan
yara (%)
kat _
| serta
Pene 7
gaka
n | J
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' Perd

| ]
|

_ Progra
m
Peningk
atan
Ketentr
aman
dan
Ketertib
| |an
Umum

] Penang [

anan
Ganggu

an

_ Ketentr
aman

_ dan
Ketertib

| an

| Umum

| Dalam

Perse
ntase
Peneg
akan
Perda
(%)

100

10 550.000,
0 000

H.M_.a_ 10  330.000.

0 | 000

10 | 750.000.
0 000
10 ' 364.500.
0 000

|
1.000.00| 10| 2.300.00
0.000/ 0 0.000
444.600.| 10| 1.139.10
000/ 0 0.000
|

SA

oL
PP

SA
| TP
OL
PP

I.-EH:

FEM
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Satu secara _
Daerah  terpad
Kab/Ko | u (%)
ta Perse |
ntase
penur
unan
Penya @50 | 55 60 65 65
kit
Masya
rakat
(%) o = -
Pencega | Jumla 37 | 65 - 152.968.0 | 65 | 180.800.] 65 195.000.0| 65| 528.768.0
han h 00 000 oo 00
Ganggu | kegiat
an an _
Ketentra | ketent
man dan | raman __
Ketertib | dan _
an keterti _
Umum ban _
Melalui | yang
Deteksi | dilaks
| Dini dan | anaka 7

Vi-30
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Cegah n

Dini, (kegiat

Pembina | an)

an dan

Penyulu

han,

Pelaksa

naan

Patroli,

Pengam

anan

dan

Pengawa

lan
Jumila 37 | 65  15296B.0| 65 | 180.800. 195.000.0| 65| 528.768.0 SA S
h 0o 000 0o 00| TP W
kasus OL L
gangg PP
uan
ketent
raman
dan
keterti
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ban
umum
yang
dicega
h
melalu
i
deteks
i dini
dan
cegah
dini,
pembi
naan
dan
penyul
uhan,
pelaks
anaan _
patroli

penga
manan
dan
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penga

walan
(kasus
J
Peninda | Jumla 52.832.00 63.870.0 79.600.00 196.302.0 SA| S
kan atas | h 0 00 0 00| TP | W
Ganggu | kasus OL| L
an yang PP
Ketentra | di
man dan | selesai
Ketertib | kan
an (kasus
Umum )
Berdasa
rkan
Perda
dan
Perkada
Melalui
Penertib
an dan
Penanga
nan
Unjuk
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dan
Kerusuh
an
Massa

Jumla

kasus
gangg
uan
ketent
raman
dan
keterti
ban
umum
berdas
arkan
perda
dan
perkad

melalu

52.832.00
0

63.870.0
00

79.600.00
0

196.302.0

Vi-24
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penerti
ban
dan
penan
ganan
unjuk
rasa
dan
kerus
uhan
masa
vang
dilaku
kan
penind
akan
(kasus

Peningk
atan
Kapasita
s SDM
Satpol
PP dan

Jumila

aparat

satpol
PP dan
Linma

451

45

124.200.0
00

119.830.
000

45

1 170.000.0

0o

45

00

TP
oL
PP

-
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Satuan | s yang

Perlindu | menin

ngan gkat

Masyara | kapasi

kat tas

termasu | SDM

k dalam | nya

pelaksa | (orang) __

naan _

tugas

yang _

bernuan

sa Hak

Azasi _

Manusia _
Jumla | 451 | 45 ' 124.200.0| 45 | 119.830. 45 | 170.000.0| 45 414.030.0 SA| S
hSDM 1 00| 1 000, 1 00| 1 00| TP | W
Satua OL L
n
Polisi e
Pamon “
g Praja
dan
Satua
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Perlin
dunga

Masya
rakat
yang
ditingk
atkan
ditingk
atkan
kapasi
tasnya

(orang)

Perse
ntase
penan
ganan
kasus
pelang

perda
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| Penegak | Jumla | 25 | 25 | 140.000.] 25 | 205.500.] 25 | 255.400.] 25 600,900, SA| S
an h 000 000 000 000 | TP W
Peratur  Perda OL L
an dan PP
Daerah  Perka
Kabupat | da
en/Kota | yang
dan ditega
Peratur | kkan
an [perda
Bupati/ |)
Walikot
: |
Sosialisa | Jumla 1.0 —._u_ 53.000.00| 1, 70.950.0| 10 | 80900.,00 10| 204.8500| SA §
si h | 50 | 50 0| 05 00| 50 0| 50 00 TP | W
Penegak | Pesert 0 OL| L
an a yang PP
Peratura | mengi
n kuti
Daerah | Sosiali
dan sasj
Peratura | perda
n (orang) |
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Bupati/
Walikota

Jumla

lapora
n hasil
pelaks
anaan
sosiali
sas|

penega
kan

Perda/
Perkad

kepad

masya
rakat/
kelom
pok

masya
rakat/

53.000.00
0

70.950.0
00

80.900.00
0

204.850.0
00

™™
OL
PP

mEw
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pelaku

usaha
(lapora
n)
Pengawa | Jumla 25 | 25 | 37.000.00| 25| 42.550.0 62.500.00| 25 142.0500! SA | §
san atas | h 0 0o 0 00| TP| W
Kepatuh | Perda OL L
an dan PP
Terhada | Perkad
P ayang
Pelaksa | memu
naan at
Peratura | sanksi
n yang
Daerah | dilaks
dan anaka
Peratura | n
n penga
Bupati/ | wasan
Walikota nya
(perda
/perka
da)
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Jumla
h
lapora
n hasil
pelaks
anaan
penga
Wasan
yang
dilaku
kan
terhad
ap
kepatu
han
pelaks
anaan
peratu
ran
daerah
dan
peratu
ran
bupati

12

37.000.00
0

12

42.550.0
00

12

62.500.00
0

12

142.050.0 SA

00 TP
0L
PP

-
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J/walik
ota

_ (lapora

| n)

Penanga | Jumla 228 | 22 | 50.000.00( 22 92.000.0| 22  112.000.0| 22| 254.0000 SA | S

nan atas | h 0 0l 0 00| 0 00| 0 00 TP | W

pelangg | kasus OL| L

aran yang PP

' Peratura | tersele

n saikan

Daerah (kasus

dan )

_1m1mEE

n

Bupati/

' Walikota
Jumla | 10 | 36  50.000.00| 36 | 92.000.0| 36 112.000.0] 36 254.000.0 SA|S |
h 0 00 00 00| TP | W
lapora OL! L
n PP
pelaks
anaan

7 penan
ganan y i
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Pembin
aan
Penyidi
k
Pegawai
Negeri
Sipil

2

80.000.0
0o

180.000.
oo0

300.000.
000

12

560.000.

000

SA
TP
oL
PP

rsm
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(PPNS) | kuti
Kabupat | Pembi
en/Kota | naan
PPNS(
org)
Pengem | Jumla 80.000.00 180.000. 300.000.0| 12| 560.0000 SA | S
bangan | h 0 000 00 00| TP | W
Kapasita | aparat OL| L
5 dan | ur PP
Karier vang
PPNS menin
gkat
SDM
nya
| (orang) | __
Jumla 80.000.00 180.000, 300.000.0| 12| 560.0000 SA| S
h 0 000 00 n_u_ TP | W
lapora OL| L
n hasil PP
pening _
katan
kapasi
tas
pejaba
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t PPNS
dalam
mendu
kung
penyel
enggar
aan
keterti
ban
umum
dan
ketent
raman
masya
rakat
Serta
penega
kan
perda
dan
perkad

(lapora
n)
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Terw Perse
ujud ntase
nya Penan
Pela ga
yana nan
n kasus
Terh kebak
adap aran
Pena di
nggu Kota
lang Sawah
an lunto
Keba
kara
'n
progra | bere >
m Penan | 100 10  365.000. 10 980.000.| 10  1.120.00 10| 2.465.00 A
Pencega 0 000 0 000, 0 0.000 0 0.000 M
Ea nan
han, Kebak K




| Penang | aran A

gula (%) R
. ngan, _

Penyela | Perse o

matan ntase

Kebakar  Kerjas
| andan ama

Penyela | Penan

matan | ganan | 100 ﬂ_ ﬁnn _% _:a

Non Pence

Kebakar | gahan

an Kebak

aran
(%) |

Pencega Terse | 100 | 10 260.000. 10| 785.000. 10 | 995.000.| 10 2.040.00 D §
han, diany 0 000 o0 ooo 0 000 © 0.000 A W
Pengen | a SOP ML
dalian, | penan K
Pemada ganan A
man, bahay R
Penyela a

matan kebak

dan | aran
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' Penang
anan

Bahan
Berbaha
ya dan
Beracun
Kebakar
an
dalam
Daerah
Kab/Ko
ta

(lapor

an)

Pencega
han
Kebakar
an
dalam
daerah
Kabupat
en/Kota

Jumia

Kasus
Benca
na
yang
dtanga
ni
{Kasus

31

17

30.000.00
0

15

45.000.0
oo

13

65.000.00
0

13

140.000.0
00

D
A
M
KA
R

mEw®
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Jumla
h
dokum
en
NSPM
penceg
ahan/
Penan
ggulan
Ban
kebak
aran
dalam
daerah
kabup
aten/k
ota
setiap
tahun
nya
(doku
men)

30.000.00
0

45.000.0
00

65.000.00
0

4 140.000.0
00

mEZI>g

Cr=w
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Pemada | Jumla 31 | 25  100.000.0| 25| 41.000.0| 25 | 55.000.00| 25| 196.000.0 D | §
man dan | h 00 00 0 DDA | W
Pengend | kasus M |L
alian kebak KA
Kebakar | aran R
an yang
dalam tersele
Daerah | saikan
Kabupat | {kasus
en/Kota | | .
Jumla 31 | 25 100.0000| 25 | 410000 25 | 5500000| 25| 1960000 D | §
h 00 00 0 00 A | W
lapora ML
n hasil KA
pelaks R
anaan
kegiat
an
kesiap
siagaa
n
petuga
s piket
dan
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pemad

aman

kebak

aran

dalam

daerah

Kabup

aten/

Kota

(lapora

nj
Penyela | Jumla 12 | 12 | 20.000.00| 12 | 25.000.0| 12 | 35.000.00| 12 80.00000| D | S
matan h 0 L]0] 0 DA |W
dan dokum M | L
Evakuas | en KA
i Korban | hasil R
 Kebakar | pelaks
an dan  anaan
Non kegiat
Kebakar  an
an kesiap

siagaa

n

petuga
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s piket
dan
penyel
damata
n/feva
kuasi
Saat
penan
ggulan
gan
kebak
aran
dan
non
kebak
aran
(doku
men)

Jumla

dokum
en
hasil
pelaks

12

T v

20.000.00
0

12

25.000.0
00

12

35.000.00|

0

| 80.000.00

0

EEZ>g

rEw
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anaan

kegiat

kesiap
siagaa

petuga
s piket
dan
penyel
amata
nfeva
kuasi
saat
penan
ggulan
Ean
kebalk
aran
dan
non
kebak
aran
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(doku

men)
Pengada | Jumla 35.000.00| 17 | 336.000.| 32  440.0000| 32| B11.0000| D | S
an h 0 000 00D DDA |W
sarana Penga M |L
dan daan KA
prasara | sarana R
na dan
pencega | prasar
han, ana
penangg | untuk
ulangan | penceg
kebakar | ahan
an dan | dan
alat penan
pelindu | ggulan
ng diri gan
kebak
aran
dan
alat
pelind
ung

Vi-54




diri
yang
sah
dan
legal
sesual
standa
r
teknis
terkait
(unit)

Jumla
h
sdrFana
dan
prasar
ana
untuk
penceg
ahan
dan
penan

ggulan
gan

35.000.00
0

17

336.000.
000

32

440.000.0
00

32

811.000.0
00

REZ>O

!-*Em
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kebak
aran
dan
alat
pelind
ung
diri
yang
sah
dan
legal
sesuai
standa
r
teknis
terkait
(unit)

Pembina
an
Aparatu
r
Pemada
m

Jumla
h
aparat
ur
pemad
am
kebak

19

75.000.00
0

14

338.000.
000

20

400.000.0
00

20

813.000.0
00

g

l"i'lﬂ
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Kebakar

aran
yang
memili
ki
sertifik
at
ketera
mpilan
teknis
dan
analis
dalam
penceg
ahan
dan
penan
ggulan
gan
kebak
aran

(orang)

Jumla
h
aparat

19

75.000.00
0

14

338,000,
000
_

20

400.000.0
00

20

813.000.0
00

T

E‘Em
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ur
pemad
am
kebak
daran
yang
memili
ki
sertifik
at
ketera
mpilan
teknis
dan
analis
dalam
penceg
ahan
dan
penan
ggulan
gan
kebak
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daran

(orang)

Inspeksi
peralata
n
proteksi
kebakar
an

Persen
tase
bangu
nan
pemeri
ntah
yang
memili
ki
peralat
an
protek
si
kebalk
aran
yang
layak(
o)

25.000.00
0

25.000.0
00

25.000.00
0

75.000.00
0

Ng:bu

CE=w

Pendata
an
sarana

12.500.00
0

12.500.0
00

12.500.00
0

wq.muabn__ D

0 A

M

Csw
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prasara
na
proteksi
kebakar
an

Jumia

dokum
en
yang
memu
at data
bangu
nan/g
edung
Hingk
ungan
yang
dipers
yaratk
an
harus
memili

12.500.00
0

12.500.0
00

12.500.00
0

37.500.00
0
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system
protek
si
kebak
aran
(Doku
men)

Penilaia
n sarana
prasara
na

 proteksi
kebakar
an

Jumla

dokum
en
yang
memu
at data
bangu
nan/g
edung
Jlingk
ungan
yang
meme
nuhi
kelaya
kan

12.500.00
0

12.500.0
00

12.500.00
0

37.500.00
0
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standa

sarana
prasar
dana
protek
si
kebak
aran
(Doku
men)

Jumla

dokum
en
yang
memu
at data
bangu
nan/g
edung
/lingk
ungan
yang

12.500.00
0

16

12.500.0
00

12.500.00
0

37.500.00
0
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meme
nuhi
kelaya

standa

sarana
prasar
ana
protek
si
kebak
aran
(Doku
men)

Investig
asi
Kejadia

Kebakar
an

Jumla
lapora
invest

igasi
kebak

17 |

25.000.0
00

15

25.000.0
00

13

25.000.0
0o

13

75.000.0
00

ZrxZEE

l"‘il'ﬂ
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Invensti | Tersed 17 | 25.000.00| 15 | 25.0000| 13 | 25.000.0 13 75.000.0| D | §
gasi ianya 0 00 00 00 A | W
kejadian | data ML
kebakar | penye KA
an, bab R
meliputi | kejadi
penelitia | an
n dan | kebak
pengujia | aran
n (lapora
penyeba | n)
b
kejadian
kebakar
an .
Jumla 17 | 25.000.00| 15 | 25.000.0| 13 | 25.000.0| 13 750000 D 5§
h 0 00 00 00 A W
dokum M| L
en KA
yang R
memu
at
hasil
kejadi
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an
kebak
aran
yang
dilaku
kan
invest|
gasi
lanjut
an
melipu
ti
penelit
ian
dan
penguj
lan
dan
penelit
fan
(doku
men)
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m _ Pember | Jumla | 111 | 11| 30.000.0 11 | 35.000.0| 11 40.000.0 11 105.000. D | S
dayaan | h 1 00| 1 oo 1 oo 1 000 A |W
Masyara  relawa ML
kat n K
dalam damk A
| Pencega | ar per R
han desa/
Kebakar | kelura
an han
“ha....._an
Pemberd | Jumla 111 | 11 | 30.000.00| 11 35.000.0 11  40.000.00| 11 1050000 D | s
ayaan h 1 0| 1 00 1 01 00 A | W
_ Masyara | Pesert M L
kart ayang KA
| dalam mengi R
| Pencega | kuti
han dan | Sosiali
_ penangg | sasi
ulangan | {orang}
_ kebakar _
an |
_ melalui
sosialisa

VI-66




si dan
edukasi
masyara
kat

Jumla
h
warga
masya
rakat
yang
menda
patkan
sosiall
sasi
eduka
si
penceg
ahan
dan
penan
ggulan
gan
kebak
aran

111

30.000.00
0

11

35.000.0
00

40.000.00
0

105.000.0
00

FEuwn
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setiap

tahun
nya
(orang)
Penyele | Persen 10 | 7.500.000| 10| 8.500,00| 10 | 9.500.000| 10 | 25.500.00
nggaraa | tase 0 0 00 0 0
n penan
operasi | ganan
pencaria | pertolo
n dan | ngan
pertolon | yang
gan memb
terhada | ahaya
p kan
kondisi | manus
membah | ia (%)
ayakan
manusia .
Penyele 12 | 7.500.000 | 12 8.500.00| 12 | 9.500.000| 12| 25.500.00
nggaraa 0 0
n
operasi
pencaria
n dan

Vi-G8




pertolon
gan
pada
peristiw
a yang
menimp
a,
membah
ayakan
dan atau
mengan
cam
keselam
atan
manusia

Jumla

lapora
n hasil
penyel
enggar
aan

operas

12

7.500.000

12

8.500.00
0

12

9.500.000

12

25.500.00
0
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penyel
amata
n yang
menga
ncam
kesela
matan
manus
ia (
lapora

Pengada
an
sarana
dan
prasara
na
pencaria
n dan
pertolon
gan
terhada

p
kondisi

10

10.000.00
0

10

52.500.0
00

10

15.000.00
0

10

77.000.00
0
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membah

ayakan
manusia
/penyel
amatan
dan
evakuasl
Jumila 10 | 10.000.00| 10 | 52.500.0] 10 | 15.000.00/ 10! 77.000.00
h 0 1] 0 0
sarana
dan
prasar
ana
yang
tersedi
i
untuk
pencar
ian
dan
pertolo
ngan
terhad
4ap

Vi-71




kondis

memb
ahaya
kan
manus
ia/pen
velam
atan
dan
evaku
asi
sesuai
denga

standa

teknis
[Unit)

Pembina
an

aparatur
pencaria
n dan

7.500.000

49.500.0
00

10.500.00
0

67.500.00
0
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pertolon
gan
terhada
P
kondisi
membah
ayakan
manusia
/penyel
amatan
dan
evakuasi
Jumlia 7.500.000 49.500.0 10.500.00 67.500.00
h 00 0 0
lapora
n hasil
pembi
naan
aparat
ur
pencar
ian
dan
pertolo
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ngan
terhad
ap
kondis
i
memb
ahaya
kan
manus
ia/pen
yelam
atan
dan
evaku
asi
yang
sah
dan
legal
(lapora

n)

JUMLA
H

10.735.0
60.678

13.092.3
09.946

14.647.4
20.941

38.478.7
91.565

Vi-74




Pada tabel 6.1 terhadap rencana program, kegiatan, sub kegiatan
dan pendanaan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 pada
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat
pada tabel diatas bahwasannya anggaran dari tahun ke tahun
mengalami kenaikan.
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BAB VIl
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan salah
satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di
bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Sebagai konsekuensinya, Satpol PP dan Damkar berkomitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Sawahlunto. Indikator

kinerja Satpol PP dan Damkar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD
ini ditampilkan dalam tabel 7.1 dibawah ini :
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Rencana Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel 7.1

Kota Sawahlunto

Kondisi Target Tahun
No Indikator Kinerja Utama ) Awal Kondisi
Satpol PP dan Damkar Defiisi Mﬂwﬁ_u_ﬁ_ Kinerja | 2024 | 2025 | 2026 | Akhir
{2022) Renstra
i @ 6 | Gl (6 71 @
. Nilai Evaluasi SAKIP dari
1 | Nilai Sakip Satpol PP Inspektorat c | B B BB BB
(Jumlah Perda/Perkada vang I
Persentase Perda dan memuat sanksi vang ditegakkan/ |
2 | Perkada yang ditegakkan (%) | Jumlah keseluruhan Perda dan 100 100 | 100 | 100 100
Perkada yang memuat sanksi) x
- 100%
3 | Persentase Penurunan kasus | (jumlah kasus kebakaran tahun
kebakaran (%) (n-1) -jumlah kasus kebakaran
tahun n)/ jumlah kasus 17.64 |17.,64| 133 | 153 153
kebakaran tahun (n) x 100% |
4 | Persentase gangguan (Jumlah pengaduan yang m
trantibum yang dapat ditangani/ jumlah pengaduan 104 100 | 100 | 100 100 |
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diselesaikan (%)

pelanggaran yang masuk) x 100%

Persentase penanganan
kasus kebakaran di Kota
Sawahlunto (%)

(Jumlah kasus kebakaran yang
ditangani/jumlah kasus
kebakaran) x 100%

100

100

100

100

100

Persentase pelayanan
penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran (%)

Jumlah layanan pemadaman,
penyelamatan dan evakuasi
korban dan terdampak
kebakaran di kabupaten/kota
dalam tingkat waktu tanggap oleh
Dinas Pemadam Kebakaran
danPenyelamatan/Perangkat
Daerah ditambah jumlah layanan
pemadaman di kota sawahlunto
dalam tingkat waktu tanggap oleh
relawan kebakaran yang dibentuk
dan/atau di bawah pembinaan
Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan/Perangkat
Daerah/Jumlah kejadian
kebakaran di kota sawahlunto x
100%

100

Waktu tanggap (response
time) penanganan kebakaran

Rata-rata waktu tanggap,
dihitung dari pelaporan,
penyiapan tim dan peralatan,
jarak tempuh dan kesiapan

15

100

15

100

15

100

15

100

15
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pemadaman kebakaran
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Pada tabel 7.1 terhadap rencana indikator kinerja utama Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran target yang ditetapkan
adalah 100 % hal ini merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
vang pencapaiannya harus 100 %
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BAB VIl
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, merupakan arah kebijakan
pelaksanaan kegiatan, program dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan
mengacu pada kebijakan umum dan program pembangunan Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2024-2026. Pada dasarnya Rencana Strategis Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026 ini
merupakan target kinerja yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2024-2026, namun demikian program
maupun kegiatan yang akan dilaksanakan senantiasa disesuaikan dengan
situasi dan kondisi serta dinamika yvang berkembang dalam masyarakat,
serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Target kinerja yang ada pada Renstra Tahun 2024-2026
memprestrasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024-
2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan
maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolak
ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto dalam upaya mencapai
tujuan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran serta pedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2024-2026 .

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun
2024-2026 akan menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran.
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